BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kessmpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu:

1. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 CV Laras Cipta telah
mengikuti prosedur perhitungan dengan baik berdasarkan Undang-undang
Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008)

2. Dengan menggunakan metode Net Basis karyawan memang mendapatkan
kenikmatan berupa tanggungan pajak PPh Pasal 21 yang ditanggung
perusahaan, namun karena biaya PPh Pasal 21 tersebut tidak dibiayakan

(non deductible expenses) maka PPh Badan perusahaan akan bertambah

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

dengan adanya koreks Fiskal secara positif
3. Dengan menggunakan metode Gross karyawan CV Laras Cipta

menyerahkan tanggung jawab perpgakan untuk PPh Pasal 21 dibayar
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sendiri oleh karyawan, dengan metode ini take home pay karyawan akan

berkurang.

. Dengan penggunaan Metode Gross Up perusahaan akan memuaskan dan
meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan tunjangan pajak
PPh Pasal 21 bagi karyawan. Karyawan akan menerima Take Home Pay
tanpa di kurangi dan dipotong PPh Pasal 21 karena sudah di tanggung

perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak sebesar Rp 222.553,-. Selain itu
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

beban pajak yang akan ditanggung perusahaan tidak akan di koreksi Fiskal
karena Beban PPh Pasal 21 tersebut telah dibiayakan karena sifatnya
Deductible Expenses. Perhitungan dengan menggunakan metode Gross Up
lebih memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik karyawan maupun

pihak perusahaan.

1.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran
kepada CV Laras Cipta sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan harus terus mengikuti perkembangan peraturan
Perpgjakan yang berlaku di Indonesia yang selalu mengalami
perubahan agar perusahaan bisa menyesuaikan dengan perkembangan
yang ada di dunia Perpajakan

2. Daam melaksanakan perencanaan pajak sebaiknya perusahaan
mempertimbangkan secara matang bagian mana sga yang dapat
meminimalkan jumlah pgjak terutang perusahaan, contohnya melalui
metode perhitungan PPh Pasal 21. Namun perusahaan juga harus
memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi
suatu tindakan illegal dalam upaya pel aksanaan penghematan pajaknya

3. Dengan adanya perencanaan pgjak dengan perhitungan PPh Pasal 21
metode Gross Up yang berpengaruh pada penghematan pajak dan
efisensi pembayaran pajak yang lebih besar, diharapkan CV Laras
Cipta melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai ketentuan yang

berlaku. Dengan CV Laras Cipta membayarkan paak tepat waktu,



=
rm
-
m
=
=
E
5
3
m
==
o
%
[T,
e
:
m
=]
o]
E
(5]
m
=
%]
[
[-T]
2
=
=
=
m
m
&
m
=
=
=9
I
o
-8
i
=
£
k. |
E
m
=
[
o
=

untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

akan terlihat bahwa perencanaan pajak tidak hanya dapat menghemat
pajak, tetapi juga membuat Wajib Pgak membayar tepat waktu,

sehingga terbebas dari sanksi administrasi

. Méalui penerapan metode Gross Up juga diharapkan perusahaan tidak

melakukan penghindaran pajak secara illegal, karena dengan
penerapan perencanaan paak perusahaan dapat melaksanakan
kewgjiban perpajakannya namun dengan jumlah pajak yang dapat

diminimalisir dan tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan

. CV Laras Cipta sebaiknya menggunakan metode Gross Up dalam

perhitungan tunjangan pajak karena metode Gross Up membantu

perusahaan dalam mengecilkan pengeluaran PPh Badan
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